
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPAHIANG  

 

NOMOR : 2/PL.02.7-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2021 

 

TENTANG 

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG PERIODE 2021 - 2024 

DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG, 

 
 

Menimbang   : a.  bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

terpilih dalam Rapat Pleno Terbuka dan Penetapan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan dalam 

Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 

    b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 

3/PK.01-BA/1708/KPU-Kab/I/2021 tanggal 23 

Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon 

Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 

2021-2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;  
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    c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan 

Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati 

Kepahiang Periode 2021-2024 dalam Pemilihan 

Serentak Tahun 2020; 

 

Mengingat   :    1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4349); 

   2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

   3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa 
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kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5344); 

   4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 616); 

   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 
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   6.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  

980); 

   7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan 

kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1068); 

   8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
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Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1384); 

   9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali 

diubah,terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

   10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-

Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Tahun 2020;    

   11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepahiang  Nomor : 52/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/ 

VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Lanjutan Tahun 

2020; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepahiang Nomor : 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-

Kab/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten 

Kepahiang Nomor : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-

Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 
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Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kepahiang Tahun 2020; 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepahiang Nomor : 192/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/ 

XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020; 

 

Memperhatikan  : 1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor : 

165/PAN.MK/01/2021 Tanggal 20 Januari 2021 

perihal keterangan PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 

yang Diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi beserta 

lampirannya pada tanggal 20 Januari 2021; 

  2. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor : 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 

tanggal 20 Januari 2021 Perihal Penetapan Pasangan 

Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020; 

 
 

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan   : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON 

TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG 

PERIODE 2021-2024 DALAM PEMILIHAN SERENTAK 

TAHUN 2020. 

KESATU   : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil 

Bupati Kepahiang Periode 2021-2024 dalam Pemilihan 

Serentak Tahun 2020. 

KEDUA   : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil 

Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 Sdr. Dr. Ir. 

HIDAYATTULLAH SJAHID, MM dan H. ZURDI NATA, S.IP 

dengan perolehan suara sah sebanyak 49.031 (Empat 

Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu) suara atau 57,06 % 

(Lima Puluh Tujuh Koma Nol Enam Persen) dari jumlah 

seluruh perolehan suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kepahiang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; 
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KETIGA   : Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KEDUA Keputusan ini telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) digunakan sebagai dasar Penetapan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota terpilih. 

KEEMPAT :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Kepahiang 

pada tanggal 23 Januari 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPAHIANG, 

 

ttd. 
 

 

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT 

 
 

 

Tembusan : disampaikan kepada Yth. 

1. Bupati Kepahiang 
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang 

3. Ketua KPU RI di Jakarta 

4. Ketua KPU Provinsi Bengkulu 
5. Kapolres Kepahiang 

6. Kajari Kepahiang 

7. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang 
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang 

9. Seluruh Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon. 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPAHIANG 

Sekretris, 
 

 

 
 

ALYANSARI 
 


